BUPATI PASAMAN BARAT

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45/ (21 /Bup-Pasbar/2012

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA ANGGARAN SATUAN KERJA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

TAHUN ANGGARAN 2012
BUPATI PASAMAN BARAT

bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pengurusan serta
pelaksanaan anggaran, perlu menunjuk Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas
Kehutanan K‘abupaten'Pééaman Barat Tahun Anggaran 2012;

bahwa Pegawai yang diusulkan dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai
Pengelola Anggaran padé Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun
Anggaran 2012; '

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Undang-Undang Noxfior‘ 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor® 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Dharmasraya, Ka_bupéten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi
Sumatera Barat (Lerilbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

Undahg-Undéng Nomor 1 Tahun 200<'t tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355); -

Undang-Undang Nomqr 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Ind(;nesiq Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang’ ‘Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahuﬁ 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438); . -

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembélran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

10.

11.

12.

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 08 Tahun 2008 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli
Bupati Pasaman Barat;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 25 Tahun 2011 tentang
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2012; ‘
Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012;

MEMUTUSKAN

Menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Tahun Anggaran 2012, dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada lampiran

Keputusan ini

Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas dan wewenang :

a.

c

- 0 a0

menyusun RKA-SKPD;

menyusun DPA-SKPD;

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang
telah ditetapkan;

menandatangani SPM atas beban anggaran belanja SKPD yang dipimpinnya;
mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;,
menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;

mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/barang lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Bupati; dan

bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Pejabat Penatausahaan Keuangan mempunyai tugas :

a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh
Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;

b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU serta SPP-LS gaji dan tunjangan
PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang
undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
menyiapkan SPM;

d. melakukan verifikasi SPP;

e. melakukan verifikasi atas penggunaan dana yang dipertanggungjawabkan oleh
bendahara pengeluaran;

f.  melakukan verifikasi harian atas penerimaan;

g. melakukan akuntansi SKPD; dan

h. menyiapkan laporan keuangan SKPD.

Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :

Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD nya.
Bendahara Penerimaan mempunyai tugas :

a. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan;

b. melakukan penyetoran atas penerimaan;

c.  mempertanggungjawabkan secara administratif dengan menyampaikan laporan
pertanggung jawaban kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD; dan

d. mempertanggungjawabkan secara fungsional dengan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban kepada PPKD selaku BUD.

Speciment Tanda Tangan dan Paraf dari Pejabat sebagaimana dimaksud diktum
PERTAMA seperti termuat pada kolom (5) dan (6) dari Lampiran Keputusan ini.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2012 dengan ketentuan apabila terdapat

kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal (7 Februari 2012

BUPATI PASAMAN BARAT

Tembusan Kepada Yth :

W i 9

Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek.

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek.

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Simpang Empat di Simpang Ampek.
Masing-masing yang bersangkutan.

Pertinggal.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR 188.45/ (2| /BUP-PASBAR/2012
TANGGAL {2 FEBRUARI 2012
TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA ANGGARAN SATUAN KERJA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2012
JABATAN DALAM PENGELOLA SPECIMENT
NO NAMA/NIP PANGKAT/ GOLONGAN
ANGGARAN TANDA TANGAN PARAF sl
1 2 3 4 5 6 7
Ir.,ZUWENDRA
1 NIP. 19601219 198801 1 001 Pengguna Anggaran/Barang Pembina TK.I IV/b
NURMANTO,SE
2 NIP.19761118 200604 1 007 Pejabat Penatausahaan Keuangan Penata Muda TK.I lll/b \J % - %
RENITA,S.Hut
3 NIP.19831005 201001 2 001 Bendahara Pengeluaran Penata Muda lll/a % %
KURNIAWAN EKA PUTRA
4 NIP.19770711 200604 1 009 Bendahara Penerimaan Penata Muda lll/a
RAHMA PRASETYA JASMANA
5 NIP.19820714 201001 1 003 Bendahara Gaji Pengatur Muda ll/a

BUPATI PASAMAN BARAT
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